Komisi Pemberantasan Korupsi

2023

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
. DATA PRIBADI
1. Nama : UMILESTARIN
2. Jabatan . KEPALA DINAS
3. NHK : 760814
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/298 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 177.000.000

2. Tanah Seluas 1.344 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 38.000.000

3. Tanah Seluas 1.655 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG,
WARISAN Rp. 17.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA MVP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000

mm oo

Sub Total Rp.
Ill. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (ll-ll) Rp.

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

232.500.000

89.500.000

6.439.400

38.501.000

————

366.940.400

366.940.400

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
. DATA PRIBADI
1. Nama : DEWI INSAN KAMIL PAMUNGKAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK . 760337

Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 758.300.000
1. Tanah Seluas 2.030 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 422 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
63.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
35.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.600.000
1. MOTOR, HONDA MOTOR BEBEK Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 27.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. wess

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.831.070

F. HARTA LAINNYA Rp. om
Sub Total Rp. 815.731.070

lll. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-lll) Rp. 815.731.070

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 735088
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/11 m2 di TEMANGGUNG,
WARISAN Rp. 130.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 107.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA RODA DUA Tahun 1990, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —_—

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. —_
Sub Total Rp. 258.000.000
lI.LHUTANG Rp. 85.090.713
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-lll) Rp. 172.909.287

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn kpk.go 1d Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpk go id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan mili
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

. DATA PRIBADI

1. Nama : NINIK LUSIYAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 775732

Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.465.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/61 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/30 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000
1. MOTOR, YAMAHA VEGA-RR/509 Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. T
Sub Total Rp. 1.521.000.000
lll. HUTANG Rp. —
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-lll) Rp. 1.521.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk go id Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG ¢ EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
. DATA PRIBADI
1. Nama : WARIS
2. Jabatan . KEPALA BIDANG
3. NHK : 760212
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000
1. Tanah Seluas 260 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/40 m2 di TEMANGGUNG,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOBIL, XENIA XENIA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.

60.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -—-
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 433.000.000
I.HUTANG Rp. -
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1l1) Rp. 433.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Yth. Sdr JAMINAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : JAMINAH

Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT -
" DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bidang . EKSEKUTIF

Lembaga . PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat KQoso dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pemah disampaikan tidak perlu dikiim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
l. DATA PRIBADI
1. Nama : JUMI EKO YULIASTUTI
2. Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 743925
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/160 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI, WARISAN , Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1.800 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000
1. MOTOR, HONDA D1B2N13L2 A/T (BEAT) Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. eee

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.925.000

F. HARTA LAINNYA Rp. eee

Sub Total Rp. 376.925.000

lll. HUTANG Rp. 410.142.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -33.217.500

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpk go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang lidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



